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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 94 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2024 merupakan pedoman dalam
penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan
dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran
sementara untuk menyusun rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran
2024;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan
rencana kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan yang meliputi
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
daerah dan keuangan daerah, rencana program dan
kegiatan rencana kerja Pemerintah Daerah berkenaan,
serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan;

c. bahwa...



Mengingat
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bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II
menunjukan perlunya adanya penyesuaian terhadap
perkembangan keadaan, sehingga Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 94 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2024 perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Kabupaten dalam  Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan...
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S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2024.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 94
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 94), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
Ruang lingkup perubahan RKPD Kabupaten
Sumedang Tahun 2024 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

a. BABI pendahuluan;

b. BABII evaluasi hasil triwulan II tahun anggaran
2024;

c. BABIII kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah;

d. BABIV Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah;

e. BABV Rencana Kerja dan pendanaan Daerah;
dan

f. BAB VI penutup.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian perubahan
RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan...



Diundangkan di Sumedang

pada tanggal 19

TUTI

BERH‘A‘DAERAH
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3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbuny1 sebagai
berikut:
Pasal 5
Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024
dijadikan dasar penetapan perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2024 dan pedoman
penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta
perubahan PPAS Tahun 2024.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Juli 2024

PJ.EUPATI SUMEDANG,

Juli 2024

| ' USWATI

BUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 23
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat
dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan
menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, target sasaran
pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, dan target kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta adanya keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang
strategis, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah responsif
terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal,
nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan konsisten untuk
mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi

yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024
sampai dengan Triwulan I menunjukan perlunya adanya penyesuaian terhadap

perkembangan keadaan, yang meliputi:

1. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

I-1
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2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;

3. Adanya perubahan lokasi, kelompok sasaran dan pemenuhan pencapaian
target kinerja berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah.

Berdasarkan keadaan tersebut, RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun

2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024

perlu dilakukan perubahan.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2024-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2024-2024, yang ditujukan wuntuk mencapai Visi
Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, yaitu: “Kabupaten
Sumedang Sejahtera, Agamis dan Demokratis pada Tahun 2025 (SUMEDANG
SEHATI).

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024
mencakup analisis ekonomi dan keuangan Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD sampai dengan Triwulan 11 Tahun 2024, penelaahan terhadap kebijakan
pemerintah, perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan
keuangan Daerah, dan perumusan program kegiatan dan aktivitas sub kegiatan
beserta pagu indikatif. Tata cara penyusunan perubahan RKPD disusun dengan
tahapan yaitu penyusunan rancangan perubahan RKPD, perumusan

rancangan akhir perubahan RKPD dan penetapan perubahan RKPD.

Guna menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran, sesuai
dengan amanat Pasal 356 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman
penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan penyusunan
kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan PPAS serta penyusunan

rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024 ini

berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yakni:

I-2
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
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10.

11.

12.

13.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73) Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6794);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanganan
Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30

Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042
(Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 262);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembanggunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor
28);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor 18);
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39

40.

41.

42.

43.

. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 7);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 66);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 — 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2023 Nomor 94);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 130, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor
22).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024

dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan

daerah dengan kebijakan nasional, provinsi dan daerah, serta pelaksanaan

pembangunan yang berkelanjutan sebagai penjabaran visi dan misi

pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Sumedang Tahun

2024-2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024:
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1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
pembangunan daerah.

2. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menentukan
dan menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan pada
perubahan Tahun 2024 yang tertuang dalam perubahan Renja Perangkat
Daerah.

3. Memberikan arah dan pedoman bagi penyusunan penyusunan kebijakan
umum perubahan APBD serta perubahan PPAS serta penyusunan

rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Memuat latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, alasan mengapa
Perubahan RKPD ini disusun, proses penyusunan Perubahan RKPD serta

pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan
Perubahan RKPD sesuai dengan peraturan perundangan dan produk

hukum terkait.
1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Perubahan RKPD.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan RKPD
terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di

dalamnya.
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2024

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai

dengan Triwulan I dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
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Memuat telaahan tentang kondisi dan pembangunan ekonomi nasional
dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, proyeksi dan tantangan pembangunan
ekonomi Tahun 2024, serta arah kebijakan keuangan daerah terkait dengan

kondisi pelaksanaan APBD sampai dengan pertengahan Tahun 2024.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan secara eksplisit hubungan antara indikator makro dengan
sasaran visi dan misi Kepala Daerah serta indikator utama Perangkat Daerah
yang kemudian dijabarkan dalam rumusan prioritas dan sasaran pembanguan
daerah sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan [ Tahun 2024
dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPD. Selain itu didasarkan
juga pada hasil identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional,

rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan Tahun
2024 baik yang mengalami perubahan ataupun tidak mengalami perubahan.
Bab ini juga memuat secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan yang
mengalami pergeseran antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target

kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran.
BAB VI PENUTUP

Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan

RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024.
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BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan merupakan
perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang
sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu, sedangkan kegiatan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program. Pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan setiap tahun dilakukan oleh Perangkat Daerah
dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan
sesuai kewenangan masing-masing. Keberhasilan pencapaian target dari
kegiatan dan program akan mendorong tercapainya target sasaran perangkat
daerah dan lebih lanjut akan memberikan dampak pada pencapaian target

sasaran pembangunan Kabupaten Sumedang.

Guna mengetahui pencapaian target indikator kinerja kegiatan (output),
program (outcome), dan sasaran (impact) maka Bappppeda Kabupaten
Sumedang melaksanakan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

2.1. Capaian Indikator Makro/Tujuan/Sasaran Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran mencerminkan capaian Visi dan Misi
Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang. Pembangunan Kabupaten
Sumedang Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mewujudkan Visi
“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju,
Profesional, dan Kreatif (SIMPATI)” pada Tahun 2023. Dalam
pelaksanaannya, visi tersebut diterjemahkan ke dalam 5 (lima) misi, 5 (lima)
tujuan dan 16 (enam belas) sasaran. Setiap pernyataan tujuan dan sasaran
pembangunan disertai dengan indikator kinerja untuk mengukur dampak
(impact) dan targetnya per tahun selama 5 (lima) Tahun, di tahun kelima pada
Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2023. Dengan telah dilaksanakannya
pembangunan Tahun 2023, maka dapat disajikan capaian beberapa indikator
kinerja baik indikator kinerja tujuan dan sasaran yang disajikan pada Triwulan
IV akhir Tahun Anggaran 2023. Adapun penyajian capaian dibawah yaitu
evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2023, dapat kami

sampaikan sebagai berikut.
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2.1.1. Capaian Indikator Makro Tahun 2023

Indikator makro merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk
mengevaluasi kinerja keseluruhan ekonomi atau aspek tertentu dari ekonomi
pada tingkat nasional atau regional. Indikator ini memberikan gambaran umum
tentang kondisi ekonomi dan digunakan oleh pemerintah untuk membuat
keputusan kebijakan dan investasi. Berikut adalah data indikator makro
Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Indikator Makro
Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Variabel Satuan Target Realisasi Ketercapaian

Indeks Pembangunan Poin 72,4-73,3 74,02 Melampaui target

Manusia

Tingkat Kemiskinan Persen 9,70-7,56 9,36 Berada dalam
Range Target

Tingkat Pengangguran Persen 8,18-6,95 6,94 Melampaui target

Terbuka

Gini Ratio Poin 0,37-0,34 0,366 Berada dalam
Range Target

Laju Pertumbuhan Persen 5,20-6,20 5,01 Belum mencapai

Ekonomi target

PDRB per Kapita (ADHB) Juta Rupiah 33,8-34,7 36,77 Melampaui target

Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang (2024)

Berdasarkan capaian indikator makro pembangunan hingga tahun 2023,
laju pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya yang tidak mencapai target.
Indikator lain yang mencapai target namun perlu tetap ditingkatkan
progressnya adalah tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan distribusi
pendapatan. Kedua indikator ini sangat berhubungan dengan kesejahteraan
masyarakat dan inklusivitas pembangunan. Apalagi tingkat kemiskinan Kab.
Sumedang masih berada di atas rata-rata Jawa Barat. Adapun gini ratio yang
menjadi indikator ketimpangan distribusi pendapatan, masih sangat fluktuatif

dan di tahun 2022 menjadi indikator yang tidak mencapai target.

Pertama, intensifikasi program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan
akses pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini
mencakup pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan bagi
masyarakat miskin di sektor perdagangan, transportasi, dan penyediaan makan
minum yang sedang berkembang, serta fasilitasi akses permodalan dan

pendampingan bagi UMKM di sektor-sektor yang memiliki potensi
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pertumbuhan tinggi. Selain itu, program beasiswa dan bimbingan belajar gratis
bagi siswa dari keluarga miskin, serta fasilitas kesehatan mobile dan program
layanan kesehatan gratis atau subsidi untuk masyarakat miskin, diusulkan

untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan.

Kedua, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan
pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Program ini mencakup pengembangan kurikulum yang sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi, serta pelatihan dan
pengembangan profesional bagi guru. Di sektor kesehatan, peningkatan
fasilitas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, serta kampanye kesehatan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup
sehat dan pencegahan penyakit, diusulkan. Untuk pemberdayaan ekonomi,
peningkatan produktivitas dan pendapatan sektor utama matapencaharian
penduduk, serta peningkatan keterampilan angkatan kerja agar lebih produktif
dan dapat membantu peningkatan pendapatan rumah tangga, juga

direkomendasikan.

Ketiga, diversifikasi ekonomi dan peningkatan infrastruktur untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Diversifikasi ekonomi meliputi pengembangan sektor pariwisata dengan
promosi potensi wisata alam, budaya, dan kuliner, serta pengembangan
industri kreatif lokal melalui pelatihan, akses pasar, dan kemudahan perizinan.
Peningkatan infrastruktur meliputi peningkatan kualitas jalan yang
menghubungkan daerah-daerah produksi dengan pasar, serta pengembangan

layanan transportasi umum di sepanjang jalur tol Cisumdawu.

Keempat, kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih adil untuk
mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Implementasi sistem pajak
progresif yang lebih adil dan optimisasi validitas data sasaran penerima
bantuan sosial agar subsidi langsung kepada masyarakat miskin untuk
kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan lebih tepat

sasaran, diusulkan.

Kelima, program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan
pasar kerja untuk menurunkan tingkat pengangguran. Program ini mencakup
pelatihan vokasional yang berfokus pada keterampilan teknis dan praktis yang

dibutuhkan di sektor-sektor unggulan, serta kemitraan dengan industri untuk
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menciptakan program magang dan pelatihan kerja yang sesuai dengan

kebutuhan industri.

Keenam, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan
skala ekonomi sektor unggulan. Deregulasi dan simplifikasi perizinan,
pembangunan kawasan industri dan ekonomi khusus yang menawarkan
insentif bagi investor, serta promosi investasi secara intensif untuk menarik
investasi dalam sektor industri, pertanian, perdagangan, penyedia akomodasi
dan makan minum, serta sektor-sektor pendukung pariwisata, diusulkan

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan implementasi kebijakan dan program berdasarkan rekomendasi
ini, Kabupaten Sumedang diharapkan dapat tidak hanya mengembalikan
kondisi ke level sebelum pandemi tetapi juga mencapai pencapaian yang lebih
tinggi dalam indikator makro pembangunan di masa mendatang. Selain itu,
adanya momentum positif dari pertumbuhan sektor perdagangan, sektor
transportasi, dan penyedia makan minum seiring operasional tol Cisumdawu
dapat semakin membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sumedang.
2.1.2. Capaian Kinerja Sasaran

Indikator kinerja sasaran merupakan suatu sasaran yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis. Indikator kinerja sasaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dalam dokumen perubahan RPJMD
Tahun 2018-2023 dan telah menetapkan 19 indikator sasaran daerah yang
diampu oleh Badan/Dinas/Kantor Satuan dengan tujuan untuk mendukung
kinerja Kepala Daerah. Adapun capaian indikator sasaran dapat dilihat pada

tabel berikut.

I1-4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024



Tabel 2.2 Capaian Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023

TARGET REALISASI
NO TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN PREDIKAT
2023 2022 2023
MISI 1: MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT SECARA MUDAH DAN TERJANGKAU
1 Terwujudnya Kesejahteraan Indeks Pembangunan Manusia Poin 72.40 -73.37 72.69 73.18 99.74 SANGAT
Masyarakat (IPM) TINGGI
Persentase Penduduk Miskin Persen 9.70 - 7.56 10.14 9.36 80.77 TINGGI
1.1 | Meningkatnya Derajat Kesehatan | Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 72.70 - 73.20 72.91 73.19 99.87 SANGAT
Masyarakat TINGGI
1.2 | Meningkatnya kualitas Rata — Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8.81 -9.00 8.72 8.73 99.10 SANGAT
penyelenggaraan pendidikan TINGGI
Angka Harapan lama sekolah Tahun 13.05-13.12 12.99 13.01 99.16 SANGAT
(HLS) TINGGI
1.3 | Meningkatnya Penanggulangan Persentase Penduduk Miskin Persen 9.70 - 7.56 10.14 9.36 80.77 TINGGI
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)
1.4 | Meningkatnya pengarusutamaan | Indeks Pembangunan Gender Poin 96.75 95.09 95.41 98.61 SANGAT
gender dan perlindungan anak TINGGI
Indeks Pemberdayaan Gender Poin 71.37 72.23 72.60 100.00 SANGAT
TINGGI
MISI 2: MENGUATKAN NORMA AGAMA DALAM TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
2 Terwujudnya Kehidupan Yang Agamis | Indeks Kerukunan Umat . SANGAT
Di Kabupaten Sumedang Beragama Poin 74 75.32 76.95 100.00 TINGGI
1.1 | Menguatnya kondisi kehidupan Indeks kerukunan umat Poin 74 75.32 76.95 100.00 SANGAT
kerukunan umat beragama beragama TINGGI
MISI 3: MENGEMBANGKAN WILAYAH EKONOMI DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, SERTA PENGUATAN
BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL
3 Terwujudnya Percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5.20 - 6.20 5.03 5.01 80.81 TINGGI
Pengembangan Wilayah Ekonomi
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TARGET REALISASI
NO TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN PREDIKAT
2023 2022 2023

Agribisnis, Industri, Dan Pariwisata Indeks Resiko Bencana Poin 150 119.39 139.60 93.07 SANGAT

Yang Berkelanjutan TINGGI

3.1 | Meningkatnya Pertumbuhan Laju Pertumbuhan Sektor Persen 4.15-6.40 6.84 0.97 23.37 SANGAT
Ekonomi melalui Pengembangan | Industri Pengolahan RENDAH
Kawasan Industri

3.2 | Meningkatnya Pertumbuhan Laju Pertumbuhan Sektor Persen 3.76 - 5.59 5.81 2.83 75.26 SEDANG
Ekonomi melalui Pengembangan | Pertanian, Kehutanan, dan
Agribisnis Perikanan

3.3 | Meningkatnya Pemajuan Laju Pertumbuhan Sektor Persen 8.77 -10.27 15.06 9.84 100.00 SANGAT
Kebudayaan dan Pengembangan | Penyediaan Akomodasi dan TINGGI
Destinasi Wisata sebagai Daya Makan Minum
Tarik Pariwisata

3.4 | Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Infrastruktur Persen 77.65 79.89 79.22 100.00 SANGAT
Infrastruktur sebagai Penunjang TINGGI
Perekonomian

3.5 | Meningkatnya Ketahanan Indeks Ketahahan Daerah Poin 0.52 0.49 0.52 100.00 SANGAT
Daerah TINGGI

3.6 | Meningkatnya Ketahanan Skor Pola Pangan Harapan Persen 90.2 87.1 94.5 100.00 SANGAT
Pangan Daerah TINGGI

3.7 | Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Lingkungan Poin 64.67 63.35 65.02 100.00 SANGAT
Lingkungan Hidup Hidup TINGGI

3.8 | Meningkatnya Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Persen 30 -29.03 9.071 30.24 SANGAT
di Kabupaten Sumedang Penanaman Modal di Kabupaten RENDAH

Sumedang
MISI 4: MENATA BIROKRASI PEMERINTAH YANG RESPONSIF DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PROFESIONAL DALAM
PELAYANAN MASYARAKAT
4 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Poin 85 71.82 81.98 96.44 SANGAT
Dan Reformasi Birokrasi TINGGI
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TARGET REALISASI
NO TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN PREDIKAT
2023 2022 2023
4.1 | Meningkatnya Akuntabilitas Nilai SAKIP Kabupaten Kategori A BB (76.15) | BB (77.16) 90.00 TINGGI
Kinerja dan Keuangan
Opini BPK Opini WTP WTP WTP 100.00 SANGAT
TINGGI
4.2 | Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Poin 92 88.19 88.51 96.21 SANGAT
Pelayanan Publik TINGGI
4.3 | Meningkatnya Efektivitas dan Indeks Sistem Pemerintahan Poin 4.2 3.84 4.14 98.57 SANGAT
Efisiensi Kinerja Daerah Berbasis Elektronik (SPBE) TINGGI
MISI 5: MENGEMBANGKAN SARANA PRASARANA DAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG MENDUKUNG KREATIVITAS DAN
INOVASI MASYARAKAT KABUPATEN SUMEDANG
5 Terwujudnya Perekonomian PDRB per Kapita Rp (juta) 33.85 - 34.70 40.02 43.33 100.00 SANGAT
Sumedang Yang Kreatif Dan Berdaya TINGGI
Saing
5.1 | Meningkatnya Kompetensi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 8.18 - 6.95 7,72 6.94 100.00 SANGAT
Produktivitas Masyarakat TINGGI
Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)
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Dari Tabel 2.2, diketahui bahwa indikator sasaran daerah dalam
pencapaian target yang sudah ditetapkan dapat terhitung pada akhir tahun

pelaksanaan program/kegiatan.
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Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang Tahun 2024

. . Target Realisasi Perangkat Daerah
No Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Satuan Tahun Capaian Predikat
Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn) Tahun 2024 (s/d P
2024 Triwulan II)
(1) () (3) 4) (5) (6) (7) ®)
1 URUSAN WAJIB
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.1 Urusan Pendidikan
1.1.1 Persentase Siswa dengan nilai kompetensi Persen 58,88 82,67 100 Sangat Tlnggl Dinas Pendidikan
Literasi yang memenuhi kompetensi minimum
1.1.2 Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Persen 33, 12 75,9 100 Sangat Tlnggl Dinas pendldlkan
Numerasi yang memenuhi kompetensi minimum
1.1.3 Nilia Siswa dengan Tlngkat karakter yang Skor 2, 16 59, 14 100 Sangat Tlnggl Dinas Pendidikan
memenuhi kriteria minimal
1.2, Urusan Kesehatan
1.2.1 | Ratio Kematian Ibu Rasio 0,0009 185/100.000 0 Sangat Dinas Kesehatan
Rendah
1.1.2.2 | Ratio Kematian Bayi Rasio 0,014 14/1.000 0 Sangat Dinas Kesehatan
Rendah
1.2.3 | Akreditasi RS sesuai Standar Nasional Persen 86 94,17 100 Sangat Tinggi | Dinas Kesehatan
1.2.4 | Prevalansi Stunting Persen 8 8,21 100 Sangat Tinggi | Dinas Kesehatan
1.2.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Persen 93 87,87 94,48 Sangat Tinggi | Dinas Kesehatan
Kesehatan
1.2.6 | Angka Kematiaan Karena Penyakit DBD (CRF Persen <1 0,3 30 Sangat Tinggi | Dinas Kesehatan
DBD)
1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1 | Persentase Luar Wilayah irigasi kewenangan Persen 71,35 71,35 100 Sangat Tinggi | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan
Irigasi
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. . Target Realisasi Perangkat Daerah
No Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Satuan Tahun Capaian Predikat
Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn) Tahun 2024 (s/d P
2024 Triwulan II)
(1) () (3) 4) (5) (6) (7) ®)
1.3.2 | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Persen 82,1 81,94 99,8 Sangat Tinggi | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Mendapatkan akses terhadap air minum melalui
SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan jaringan
Perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di
seluruh Kabupaten/Kota
1.3.3 | Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi Persen 96,12 52,31 54,42 Rendah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Layak
1.3.4 | Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Persen 73,75 67,5 91,52 Sangat Tingi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
tertata
1.3.5 | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/Kota Persen 91,5 88,24 96,43 Sangat Tinggi | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.6 | Persentase Penyediaan Jasa Konstruksi yang Persen 33,34 30 89,98 Tinggi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
mendapatkan Pembinaan
1.3.7 | Ketaatan terhadap TRT Persen 72,25 75,25 100 Sangat Tinggi | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.1 Rasio Rumah layak Huni Rasio 80,32 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta perlindungan Masyarakat
1.5.1 Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Perda Persen 92 Satuan Polisi Pamong Praja
/ Perkada
1.5.2 | Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran Persen 90 Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.3 | Persentase Penanganan Pra Bencana Persen 100 36,99 36,99 Sangat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
rendah
1.5.4 | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Persen 100 24,18 24,18 Sangat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bencana Rendah
1.5.5 | Persentase Penanganan Pasca Bencana Persen 100 3,54 3,54 Sangat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rendah
1.6. Urusan Sosial
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Target Realisasi Perangkat Daerah
No Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Satuan Tahun Capaian Predikat
Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn) Tahun 2024 (s/d P
2024 Triwulan II)
(1) () (3) 4) (5) (6) (7) ®)
1.6.1 | Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Persen 80 72,37 90,46 Sangat Tinggi | Dinas Sosial
dasarnya
2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
2.1. Urusan Tenaga Kerja
2.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 20 0,57 2,86 Eiﬁ%i; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.1.2 i isi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentgse Penyelesaian Perselisihan Hubungan Persen 21 3.5 16,7 Sangat g ] g
Industrial Rendah
2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2.1 | Cakupan Perempuan dan Anak yang Persen 29,55 61,7 100 Sangat Tinggi | Dinas Pengendalian Penduduk, Kelaurga
mendapatkan pelayanan dan perlindungan Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan
hukum Perlindungan Anak
2.3. Urusan Pangan
2.3.1 | Skor Pola Pangan Harapan Nilai 94,5 Data Rilis Akhir Tahhun
2.4. Urusan Pertanahan
2.4.1 | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan Persen 100 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
umum yang difasilitasi dan Pertanahan
2.5. Urusan Lingkungan Hidup
2.5.1 | Persentase pengawasan instrument pencegahan Persen 70 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2.5.2 | Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Poin 130,35 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kualitas Udara (IKU)
2.5.3 | Nilai Indek Kualitas Lahan (IKL) Poin 61,15 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.5.4 | Persentase Peningkatan Pengembangan Persen 50 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Generasi Lingkungan
2.5.5 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Poin 35 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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Target Realisasi Perangkat Daerah
No Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Satuan Tahun Capaian Predikat
Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn) Tahun 2024 (s/d P
2024 Triwulan II)
(1) () (3) 4) (5) (6) (7) ®)
2.7. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.7.1 | Cakupan Penertiban Dokumen Kependudukan Persen 99 9,99 100 Sangat Tinggi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.7.2 | Cakupan Penertiban Dokumen Pencatatan Sipil Persen 94 98 100 Sangat Tinggi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.7.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Poin 93 94,06 100 Sangat Tinggi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kependudukan
2.8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.8.1 iri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pers.enta}se Status D.esa Mandiri dengan Persen 61,11 100 100 Sangat Tinggi Y Y
Optimalisasi potensi desa
2.9. Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
2.9.1 | Total Fertility Rate (TFR) Kelahiran 2,04 2,05 100 Sngat Tinggi Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
2.9.2 | Persentase Keluarga Pra Sejahtera Persen 2,81 2,57 91,46 Sangat Tinggi | Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
2.10. | Urusan Perhubungan
2.10.1 | Cakupan Kelancaran, Keselamatan Lalu Lintas Persen 56,13 32,83 57,5 Rendah Dinas Perhubungan
dan Angkutan Jalan
2.11. | Urusan Komunikasi dan Informatika
2.11.1 | Persentase masyarakat dalam memahami Persen 70 Dinas Komunikasi dan Informatika,
program prioritas pemerintah daerah Persandian dan Statistik
2.11.2 | Indeks Layanan SPBE Poin 3,8 Dinas Komunikasi dan Informatika,
Persandian dan Statistik
2.12. | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.12.1 | Persentase Koperasi Modern Persen 3,98 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian
2.12.2 | Jumlah Usaha Mikro yang berkembang Unit 15.188 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Usaha Perdagangan dan Perindustrian

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024

II-12




. . Target Realisasi Perangkat Daerah
No Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Satuan Tahun Capaian Predikat
Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn) Tahun 2024 (s/d P
2024 Triwulan II)
(1) () (3) 4) (5) (6) (7) ®)
2.13. | Urusan Penanaman Modal
2.13.1 | Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang Juta 3.000.000 237.251.415.239 6,5 Sangat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Rupiah Rendah Terpadu Satu Pintu
2.13.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Poin 93 84,26 90,6 Sangat Tinggi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.14. | Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2.14.1 | Persentase Organisasi kepemudaan yang aktif Persen 58,76 10 17,02 Sangat Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Rendah Kepemudaan dan Olah Raga
2.14.2 | Jumlah Prestasi Olahraga yang diraih dalam Orang 20 6 30 Sangat Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
satu tahun Rendah Kepemudaan dan Olah Raga
2.15. | Urusan Statistik
2.15.1 | Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Poin 3 Dinas Komunikasi dan Informatika,
Persandian dan Statistik
2.16. | Urusan Persandian
2.16.1 | Score Indeks Kemanan Informasi (KAMI) Poin 450 Dinas Komunikasi dan Informatika,
Persandian dan Statistik
2.17. | Urusan Kebudayaan
2.17.1 | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar OPK 11 2 18,18 Sangat Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
budaya yang dikelola secara terpadu Rendah Kepemudaan dan Olah Raga
2.18. | Urusan Perpustakaan
2.18.1 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Poin 12,64 14 100 Sangat Tinggi | Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.19. | Urusan Kearsipan
2.19.1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Persen 56 27 48,21 Sangat Dinas Arsip dan Perpustakaan
Arsip secara baku Rendah
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024

II-13




Target Realisasi Perangkat Daerah
No Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Satuan Tahun Capaian Predikat
Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn) Tahun 2024 (s/d P
2024 Triwulan II)
(1) () (3) 4) (5) (6) (7) ®)
3.1.1 Produksi Perikanan Ton 10.386,74 6.299,73 60,65 Rendah Dinas Perikanan dan Peternakan
3.2. Urusan Pariwisata
3.2.1 | Kunjungan Wisata Orang 1.050.000 626.694 59,69 Rendah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olah Raga
3.2.2 | Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang Sub 16 8 50 Sangat Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
dikembangkan Sektor Rendah Kepemudaan dan Olah Raga
3.3. Urusan Pertanian
3.3.1 | Persentase Peningkatan Produksi Komuditas Persen 1,49 -467 Sangat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pertanian Rendah
3.3.2 | Peningkatan Produksi Peternakan Persen 5,67 34,97 100 Sangat Tinggi | Dinas Peternakan dan Perikanan
3.3.3 | Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan Persen 80,77 100 100 Sangat Tinggi | Dinas Peternakan dan Perikanan
menular strategis
3.4. Urusan Kehutanan
3.4.1 | Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Poin 61,15 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.5. Urusan Perdagangan
3.5.1 | Tingkat Stabilisasi Sektor Perdagangan Persen 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian
3.6. Urusan Perindustrian
3.6.1 . . Persen 8,57 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Perdagangan dan Perindustrian
3.7. Urusan Transmigrasi
3.7.1 Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan Orang 81 0 0 Eiﬁgzth Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4 URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
4.1. Urusan Inspektorat
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Target Realisasi Perangkat Daerah
No Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Satuan Tahun Capaian Predikat
Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn) Tahun 2024 (s/d P
2024 Triwulan II)
(1) () (3) 4) (5) (6) (7) (8
4.1.1 | Kapabilitas APIP Level 4 3,6 90 Tinggi Inspektorat
4.1.2 | Maturotas SPIP Level 4 3 75 Sedang Inspektorat
5 URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
5.1. Urusan Perencanaan
5.1.1. | Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Persen 92,66 43,72 47,19 Sangat Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Rendah Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.2. Urusan Keuangan
5.2.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan Predikat WTP Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2. | Persentase PAD terhadap Pendapatan Persen 22,67 18,15 80,06 Tinggi Badan Pendapatan Daerah
5.3. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5.3.1. | Indeks Sistem Merit Poin 350 348,5 99,57 Sangat Tinggi | Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
5.4. Urusan Penelitian dan Pengembangan
5.4.1. | Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Persen 92,66 19,81 21,37 Sangat Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Rendah Penelitian dan Pengembangan Daerah
6 URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN
6.1. Urusan Sekretariat Daerah
6.1.1. | Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Persen 100 Sekretariat Daerah
Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6.1.2. | Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Persen 100 Sekretariat Daerah
Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi
Bidang Perekonomian dan Pembangunan
6.2. Urusan Sekretariat DPRD
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
6.2.1 | Tingkat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Persen 33,23 2,37 67,32 Sekretariat DPRD
. Sedang
Fungsi DPRD

7 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

7.1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.1.1. | Tingkat Cipta Kondisi Kondusif Persen 100 41,9 41,9 Sangat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Rendah
7.1.2. | Tingkat Demokratisasi Persen 100 59,17 59,17 | Rendah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

8 URUSAN KEWILAYAHAN
8.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Persen

Sumber : Data diolah oleh BAPPPPEDA
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Dari Tabel 2.23, hasil pelaksanaan evaluasi pembangunan Kabupaten
Sumedang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, permasalahan yang perlu
diidentifikasi secara lebih cermat, selain mendasarkan dari pada evaluasi
kinerja pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun
berjalan, juga perlu diperhatikan beberapa hal yang harus mendapatkan
fokus dan dikategorikan sebagai permasalahan/hambatan mendesak yang

dihadapi dalam setiap urusan pembangunan daerah sebagai berikut.

1. Kemiskinan, Ketimpangan dan Pengangguran

Angka kemiskinan 10,71 Persen pada Tahun 2021 dan meningkat pada
Tahun 2022 sebesar 10,14 persen, kemudian turun 9,36 persen pada Tahun
2023, angka kemiskinan tersebut masih sangat tinggi. Namun demikian.
walaupun Kabupaten Sumedang memiliki tingkat kemiskinan yang menurun.
persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase
penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat
kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Tentunya diperlukan
pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengurangan jumlah
penduduk miskin agar tingkat kemiskinan dapat diturunkan sesuai dengan

target akhir RPD tahun 2026.

Permasalahan lain yang sering timbul dalam pembangunan suatu
wilayah adalah rendahnya daya saing tenaga kerja sehingga tidak bisa
memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. Rendahnya daya
saing juga diiringi dengan belum optimalnya keterampilan sumberdaya
manusia, dalam mennghadapi tantangan kerja kedapan. Rendahnya daya
saing tenaga kerja inilah yang akan memberi dampak beruntun pada
permasalahan pembangunan berikutnya seperti pendapatan rendah,
kemiskinan, hingga pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka masih
fluktuasi (9,18 persen pada Tahun 2021, menurun kembali pada Tahun 2022
sebesar 7,72 persen dan terus menurun pada tahun 2023 sebesar 6,94
Persen). Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam menyongsong Industri 4.0
menjadi permasalahan pembangunan bidang sumber daya manusia yang

perlu diperhatikan.

b. Kualitas Infrastruktur Dasar

Ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh dalam meningkatkan
akses masyarakat terhadap sumberdaya yang diperlukan untuk kegiatan-
kegiatan produktif, sehingga meningkatkan produktivitas dan mendorong

pertumbuhan sosial dan ekonomi. Kondisi Infrastruktur di Kabupaten
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Sumedang masih belum merata terutama infrastruktur konektivitas antar
wilayah, Irigasi, Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Air Limbah
Domestik serta Peningkatan Rumah Tidak Layak huni. Total Panjang jalan
Kabupaten sepanjang 774,338 Km untuk kondisi jalan mantap di Kabupaten
Sumedang pada tahun 2023 mencapai 88,24% atau 683,275 km, dengan
rincian jalan dengan kondisi baik sebesar 67,7%/524,226 Km, jalan kondisi
sedang 20,54%/159,049 Km, kondisi jalan yang masih dalam kondisi rusak
(Rusak ringan 5,94%/45,99 Km dan Rusak berat 5,82%/45,06 Km) dan
sampai saat ini masih terdapat lebar jalan kabupaten yang belum sesuai
dengan standar. Kemudian untuk infrastruktur Irigasi masih belum optimal
dengan memperhatikan capaian area irigasi 30.069 Ha baru terealisasi
sebanyak 21.108,63 Ha atau 70,20% pada Tahun 2023. Selain itu untuk
Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang kondisi saat ini untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum
sehari-hari hanya mencapai 52% dan penyediaan pelayanan pengolahan air
limbah domestic mencapai 90,14% pada tahun 2022. Kemudian untuk
kebutuhan Peningkatan Rumah Tidak layak huni dari target 60.000 unit
hanya mencapai 55.935 unit atau 93,22% pada pada Tahun 2022. Yang
menjadi pekerjaan yang tidak mudah salah satunya yaitu pengurangan
luasan Kawasan kumuh, sampai saat ini intervensi dalam penanganan
Kawasan kumuh masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari Luasan
Kawasan kumuh seluas 164,69 Ha. Untuk memenuhi capaian target
tersebut, perlu adanya penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana,
dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan
masyarakat, apalagi yang terkait dengan pelayanan dasar. Untuk itu bukan

hanya kuntitasnya tapi juga kualitas infrastruktur juga menjadi perhatian.

c. Kualitas Sumberdaya Manusia

Dalam mengkaji permasalahan pokok sumber daya manusia maka
dilakukan analisis data dan informasi untuk mempertajam penelaahan atas
permasalahan agar perumusan kebijakan pembangunan dapat sesuai dengan
yang diharapkan. Capaian IPM Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023
sebesar 74,02 kondisi capaian tersebut di atas IPM Nasional dan namun

masih di bawah Provinsi Jawa Barat.

Salah satu permasalahan pembagunan SDM di Kabupaten Sumedang
yaitu belum optimalnya kualitas pendidikan. Kualitas sumber daya manusia

ditentukan oleh jenjang pendidikan yang dimiliki baik pendidikan formal
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maupun informal. Dalam penelaahan permasalahan pendidikan akan
menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai tolak ukur rata-rata jenjang
pendidikan yang diduduki oleh masyarakat Kabupaten Sumedang dimana
pada tahun 2023 hanya mencapai 8,73 tahun yang berarti rata-rata
penduduk Kabupaten Sumedang hanya mengenyam pendidikan sampai
bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 8. Angka Rata-rata Lama
Sekolah juga menjadi indikator yang menentukan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), sehingga ARLS perlu menjadi perhatian dalam upaya
peningkatan nilai IPM.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan perekonomian daerah juga didukung oleh sektor-sektor
di bidang perekonomian seperti pertanian dalam arti luas dan industri
pengolahan, yang sampai saat ini masih memiliki potensi dan berperan
penting dalam perekonomian Kabupaten Sumedang. Sektor pertanian dan
industri pengolahan tersebut cukup memiliki kontribusi dominan terhadap
struktur perekonomian Kabupaten Sumedang. Diharapkan, prospek sektor
pertanian dan industri pengolahan akan memberikan multiplayer effect
terhadap sektor dominan lainnya seperti perdagangan dan transportasi.
Dalam mendongkrak perekonomian tentunya diperlukan pemanfaatan adopsi
teknologi digital dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian
khususnya di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif dan

lain-lain.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang sudah menunjukkan tren
positif sejak terkontraksi akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Berkat
upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, di tahun 2022, laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Sumedang tahun 2023 mampu mencapai 5,01 % dari
target 